
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
	Kemajuan teknologi yang semakin canggih memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam aktifitas sehari-hari. Kemudahan tersebut telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, seperti bidang telekomunikasi, pendidikan, keamanan dan pertahanan hingga pada bidang ekonomi. Kemajuan teknologi yang telah menyentuh kegiatan ekonomi yang memberi banyak manfaat bagi masyarakat, seperti adanya mesin Automatic Teller Machine (ATM) yang mempermudah pengambilan uang dan dapat melakukan transfer, munculnya online shop, hingga transaksi yang menggunakan chip based atau yang dikenal dengan transaksi berbasis elektronik atau transaksi nontunai.[footnoteRef:1] [1: Susanto,H.,& Wibisono,A, Analisis Perkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia.Jurnal Teknologi informasi dan komputer(2018) hal. 25-27] 

	Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketetapan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Perkembangan sistem pembayaran secara elektronik atau nontunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran nontunai berjalan pesat seiring dengan perkembangan teknologi pada sistem pembayaran yang akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut.
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	Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang semakin pesat berkembanglah sistem pembayaran berupa uang elektronik (E-Money) yang dalam penggunaannya melalui media internet dan juga smartphone. Uang elektronik (electronic money/e-money) dan uang virtual (virtual money) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang lahir berkat perkembangan teknologi, jenis uang ini merupakan jawaban atas kebutuhan alat pembayaran mikro yang mampu memproses transaksi dengan cepat dan biaya rendah karena nilai uang yang disimpan, alat ini dapat disimpan pada media tertentu yang dapat diambil dengan aman, murah dan cepat. Selain itu, lahirnya uang elektronik ini juga dipelopori oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang tunai (less cash society) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.[footnoteRef:2] [2: Susanto,H.,&Wibisono,A, Analisis Perkembangan sistempembayaran nontunai di Indonesia.Jurnal Teknologi informasi dan komputer(2018) hal. 29-33] 

	Menurut data Bank Indonesia tahun 2019, uang elektronik memimpin pembayaran nontunai dengan transaksi 95,75 triliun, naik dari 60,00 triliun pada tahun Sebelumnya, (2018). Uang elektronik banyak digunakan untuk pembayaran nontunai sebagai akibat dari perkembangan produk uang elektronik, yang meliputi kartu e-money berbasis chip dan server, serta aplikasi e-wallet dan rekening bank. Pembayaran nontunai menggunakan  uang elektronik menjadi suatu peluang yang saat ini digunakan oleh para penggunanya untuk meminimalkan penggunaan transaksi secara tunai. [footnoteRef:3] [3: Susanto,H.,&Wibisono,A, Analisis Perkembangan sistempembayaran nontunai di Indonesia.Jurnal Teknologi informasi dan komputer(2018) hal. 34-36] 

	Uang elektronik memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman daripada uang tunai, terutama untuk transaksi bernilai kecil, karena memungkinkan transaksi menjadi lebih praktis, cepat dan hemat biaya sekaligus memastikan keamanan konsumen dan pedagang serta kecepatan transaksi. Saat ini, terdapat beberapa penerbit uang elektronik (electronic money) yang beroperasi di Indonesia sebagai alat pembayaran nontunai yang dapat dimanfaatkan di berbagai sektor usaha, antara lain Gopay, OVO, Dana, dan LinkAja.[footnoteRef:4] [4: Susanto,H.,&Wibisono,A, Analisis Perkembangan sistempembayaran nontunai di Indonesia.Jurnal Teknologi informasi dan komputer(2018) hal. 38-40] 

	Sistem pembayaran nontunai berbasis digital telah menjadi fokus utama dalam upaya modernisasi dan kemajuan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pembayaran nontunai telah menjadi pilihan yang lebih efisien dan aman bagi masyarakat. Pembayaran nontunai memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik, tanpa perlu menggunakan uang tunai secara langsung.
	Adopsi pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi transaksi, meningkatkan keamanan, serta memperluas aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat. Selain itu, dengan menggunakan sistem pembayaran nontunai, Kabupaten Aceh Barat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai.[footnoteRef:5] [5: Susanto,H.,&Wibisono,A, Analisis Perkembangan sistempembayaran nontunai di Indonesia.Jurnal Teknologi informasi dan komputer(2018) hal. 42-44] 

	Namun dalam mengimplementasikan sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat, kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kekhawatiran akan keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan cara penggunaan sistem pembayaran nontunai, serta investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai.[footnoteRef:6] [6: Susanto,H.,&Wibisono,A, Analisis Perkembangan sistempembayaran nontunai di Indonesia.Jurnal Teknologi informasi dan komputer(2018) hal. 45-46] 

	Dengan demikian, pengembangan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat merupakan langkah penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan sistem pembayaran nontunai dapat menjadi bagian integral dalam transformasi ekonomi dan keuangan Kabupaten Aceh Barat menuju masa depan yang lebih modern dan efisien.[footnoteRef:7] [7: Susanto,H.,&Wibisono,A, Analisis Perkembangan sistempembayaran nontunai di Indonesia.Jurnal Teknologi informasi dan komputer(2018) hal. 48-50] 

B. Rumusan Masalah 
	Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa saja kendala-kendala dalam menggunakan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam menggunakan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat.
D. Batasan Penelitian
	Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitian ini maka, batasan penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada pengguna sistem pembayaran nontunai berbasis digital dan kendala-kendala dalam menggunakan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di kabupaten Aceh Barat.
E. Manfaat Penelitian
	Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis 
a) Bagi Peneliti
	Penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan bagi si peneliti agar dapat mengetahui sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh barat.
b) Bagi Pembaca
	Bagi pembaca semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan lebih dalam mengenai sistem pembayaran nontunai berbasis digital diKabupaten Aceh barat.
2. Manfaat Praktis
a) Bagi Pengguna Sistem pembayaran nontunai
	Dalam hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pengguna sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat.
b) Bagi Pihak Lain
	Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagi bahan perbandingan bagi peneliti mahasiswa yang lain dalam penelitian kedepannya.
F. Penjelasan Istilah 
	Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterprestasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam  penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Sistem Pembayaran nontunai Berbasis Digital di Kabupaten Aceh Barat”. Penegasan istilah ini dari  istilah-istilah diatas adalah sebagai berikut:
1. Sistem Pembayaran 
	Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (settlement).[footnoteRef:8] [8: Annisaa’ Putri Riayu, dkk. “Penerapan M-banking dalam Meningkatkan Jasa dan Layanan Perbankan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Siteba,” Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan 9, no.2 (Agustus, 2020): 5.] 

2. NonTunai
	Alat pembayaran nontunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Contohnya antara lain kartu kredit, kartu debit, cek hingga yang paling mutakhir adalah uang elektronik atau e-money. Manfaat alat pembayaran nontunai yang paling utama adalah ialah praktis dan efisien .[footnoteRef:9] [9: Annisaa’ Putri Riayu, dkk. “Penerapan M-banking dalam Meningkatkan.....,hal 6] 

3. Berbasis Digital
	Digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan,menghasilkan, dan juga memproses berbagai data.Berbasis digital dalam sistem pembayaran nontunai mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan transaksi keuangan.hal ini melibatkan penggunaan perangkat elektronik seperti kartu kredit , kartu debit, transaksi bank online, dompet digital, dan metode pembayaran online lainnya untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan berbasis digital, individu dapat melakukan transaksi secara cepat,mudah, dan aman.[footnoteRef:10] [10: Annisaa’ Putri Riayu, dkk. “Penerapan M-banking dalam Meningkatkan.....,hal 10] 



G. Penelitian Terdahulu
	Penelitian terdahulu sangat penting dalam rangka penyusunan penelitian ini.Kegunaanya adalah untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu, juga untukmengetahui dimana posisi penelitian ini dibanding dengan penelitian yang sudah ada. Beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain:
	Petama, Astri Tania Herlen, “Implementasi Kebijakan Transaksi NonTunai Pemerintah Daerah di Indonesia.” Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapannya berbeda-beda disetiap pemerintah daerah di Indonesia. Penerapan sistem nontunai menunjukkan hasil telah dilakukan oleh semua pemerintah yang ada di Indonesia. pada penerapan sistem ini tidak semua transaksi langsung dapat dilakukan dengan cara nontunai. Sistem ini dilakukan secara bertahap Sehingga, pada pelaksanaannyaa masih dapat ditemukan transaksi tunai dengan nominal tertentu. Penerapan sistem transaksi nontunai menghasilkan manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari good governance. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel Implementasi Kebijakan Transaksi Nontunai Pemerintah Daerah di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui sistem pembayaran nontunai.[footnoteRef:11] [11: Astri Tania Herlen, “Implementasi Kebijakan Transaksi Non- Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia.” (2021), hal 82-83] 

	Kedua, Rizky Ramadini Febrinda, “Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran NonTunai Di Pasar Rakyat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, terkait sosialisasi berkaitan dengan manfaat, cara pengguna, dan jaminan keamanan sistem pembayaran bagi pedagang dan konsumen perlu dilakukan secara intensif. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yaitu kesiapan digitalisasi di pasar rakyat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sistem pembayaran nontunai berbasis digital yang berada di Kabupaten Aceh barat. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui transaksi pembayaran nontunai berbasis digital.[footnoteRef:12] [12:             Rizky Ramadini Febrinda ,“Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Nontunai Di Pasar Rakyat” (2022)] 

	Ketiga, Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Eksitensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mempengaruhi terhadap meningkatnya transaksi uang elektronik, seperti transportasi online Go-Jek atau Grab. mereka berjuang untuk mengembangkannya layanan uang elektronik, Grab melalui Grabpay dan Go-jek melalui Go-pay. produk uang elektronik dari keuda startup ini perusahaan menarik minat masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yaitu uang elektronik sebagai alat transaksi modern, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sitem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh barat. Pesamaan dari kedua penelitian ini adaah sama-sama ingin mengetahui transaksi nontunai yang berbasis digital.[footnoteRef:13] [13: 	            Rifqy Tazkiyyaturrohmah , “Eksitensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern” 
(2018),Vol 3, No 1] 

	Keempat, Silvira Chairunnisa, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Bertransaksi Menggunakan Layanan Pembayaran Digital QRIS”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian assosiatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan dipercaya dapat menimbulkan minat penggunaan konsumen dan berakhir pada penggunaan QRIS. Persepsi Keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian harapan masyarakat dengan apa yang diperoleh setelah menggunakan QRIS. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel pengaruh persepsi kemudahan dan keamanan terhadap minat masyarakat dalam layanan QRIS, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sitem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh barat. Pesamaan dari kedua penelitian ini adaah sama-sama ingin mengetahui transaksi nontunai yang berbasis digital.[footnoteRef:14] [14: 	Silvira Chairunnisa (2023), “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Bertransaksi Menggunakan Layanan Pembayaran Digital QRIS” (2023),(skripsi Universitas Medan Area)
] 

	Berdasarkan keempat penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk melengkapi apa yang belum ada dan membuktikan asumsi yang telah dijelaskan pada penelitian terdahulu. Sehingga, para pembaca dapat mengetahui secara mendalam tentang sistem pembayaran nontunai berbasis digital khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Adapun perbedaan keempat penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada indikator yang diteliti dan lokasi penelitian. Dengan begitu diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sistem pembayaran nontunai berbasis digital.

H. Metode Penelitian
	Metode penelitian merupakan cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Menurut Locke Spirduso dan Silverman Creswell, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat menerjemahkan dan menafsirkan atau menilai suatu permasalahan, Sehingga, laporan penelitian dianggap bermanfaat.Sementara itu karena menyebutkan bahwa, pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat.
1. Jenis Penelitian
	Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi dan tingkah-tingkah manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.[footnoteRef:15]Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. [15: 	Husaini Usman dan Pumomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h.81.
] 

	Ditinjau dari fungsinya penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) atau suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada dan berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas tetapi menggambarkan kondisi apa adanya.[footnoteRef:16] Pendekatan ini digunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta berupa dokumen atau perilaku yang diamati. [16: 	Muhaimin dkk, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Rosda Karya,2001), h. 54.] 

	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang implementasi sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. 
2. Lokasi dan Subjek Penelitian
a. Lokasi Penelitian
	Penelitian ini dilaksanakan di Toko-toko yang menerapkan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang implementasi sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. 
b. Subjek penelitian
	Subjek Penelitian merupakan infoman, narasumber, atau yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah informan yaitu pemilik toko yang menyediakan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh barat.
3. Sumber Data Penelitian
	Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyakut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut, diantaranya:[footnoteRef:17] [17: 	Wahyu purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010),h. 79] 

1. Data Primer 
	Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu informasi yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya dilapangan melalui wawancara. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, data primer ini merupakan sumber data utama yang berasal dari para pengguna sistem pembayaran nontunai yang menjadi informan/subjek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa pendapat atau persepsi mereka tentang segala hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran nontunai. 
2. Data Sekunder 
	Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas, struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta bahan bacaan atau sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan bacaan berupa buku, jurnal atau sumber pustaka yang berkaitan dengan sistem pembayaran nontunai.[footnoteRef:18] [18: 	Alamsyah, A, “Pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat menggunakan sistem pembayaran nontunai di Inodenesia”(2018) Hal. 48-49] 

4. Teknik Pengumpulan Data
	Teknik pengumpulan/pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tetatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang mau diperoleh.Dalam mengumpulkan data atau pengambilan data ada beberapa prosedur yang dilakukan yaitu: 
1. Observasi 
	Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara lansung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik, kegiatan observasi digunakan hanya untuk mengamati pola perilaku manusia pada situasi tertentu untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang menarik. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dengan melakukan penelitian lapangan agar dapat menemukan data-data yang dengan melakukan penelitian lapangan agar dapat menemukan data-data yang diperlukan, untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital dikabupaten Aceh Barat. [footnoteRef:19] [19: 	Danu Eko agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Calpulis, 2015). h. 36.] 

2. 	Wawancara 
	Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab Sehingga, dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Wawancara juga dapat dikatakan alat recheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh. Oleh karenanya kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat . Adapun para informan yang akan di wawancarai yaitu, para pengguna sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat.[footnoteRef:20] [20: 	Danu Eko agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Calpulis, 2015).h. 33.] 

3. 	Dokumentasi 
	Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat, dimana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Teknik pengumpulan data ini menggunakan berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Dokumentasi penelitian ini berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa tulisan, gambar maupun  data-data yang berhubungan dengan penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat.[footnoteRef:21] [21: 	Danu Eko agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Calpulis, 2015).h. 39.] 


5. Teknik Pengolahan Data
	Pada penelitian kualitatif, pengolahan data merupakan bagian integral dari analisis data dan dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan analisis data. Hal ini disebabkan pada penelitian kualitatif kegiatan analisis sudah dilakukan sejak awal yaitu pada saat pengumpulan data di lapangan. Proses pengelolaan data dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:
1. Reduksi data 
	Reduksi data, merupakan kegiatan pemilihan, pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.Reduksi data dalam penelitian ini memproses penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat.
2. Penyajian Data ( Data Display)[footnoteRef:22] [22: 	Rahardjo,A., & Utama,D. “Pengaruh faktor eksternal terhadap adopsi sistem pembayaran nontunai di kalangan usaha kecil menengah”(2017). Hal. 87-99] 

	Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data atau display data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, Sehingga, makin mudah untuk dipahami dan mudah untuk dianalisis dan disimpulkan dari data yang diperoleh setelah direduksi.

6. Teknik Analisis Data 	
	Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan dan kemudian peneliti melakukan Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara melihat hasil reduksi data dan penyajian data. Setelah penelitian melakukan Reduksi data dan penyajian data, kemudian peneliti melakukan penarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami.[footnoteRef:23] [23: 	Danu Eko agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Calpulis, 2015).h. 68.
] 
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Sisem Pembayaran
	Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban, pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun cross border antar negara. kemudian Menurut Treasury Alliance Group, Sistem pembayaran adalah serangkaian proses dan teknologi yang mentransfer nilai moneter dari suatu entitas atau oranglain. pembayaran biasanya dilakukan sebagai imbalan atas penyediaan barang, jasa atau untuk memenuhi kewajiban hukum. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup mekanisme, instrumen yang digunakan untuk pembayaran guna pemindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya serta lembaga yang berperan dalam sistem pembayaran itu sendiri.[footnoteRef:24] [24: 	Smith,John.”Sistem pembayaran digital:Konsep dan Implementasi”. (Surabaya: University Press,2018). Hal 45-48] 

	Tujuan utama dari sistem pembayaran adalah untuk memungkinkan uang berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Sistem pembayaran dirancang untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. [footnoteRef:25]Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembelian barang dan jasa. Jika diibaratkan, uang sama seperti darah yang mengalir dalam tubuh, sedangkan penyelenggaraan sistem pembayaran adalah sistem sirkulasinya.  [25: 	Dewi,Maria. “Transformasi sistem Pembayaran digital”. ((Malang: UB Press, 2020) Hal. 83-84] 
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	Fungsi sistem pembayaran semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya volume transaksi. Adapun fungsi dan pengertian sistem pembayaran antara lain:
1. Pendukung stabilitas keuangan
Pengertan sistem pembayaran yang pertama berkaitan dengan perannya sebagai elemen penting dalam mendukung stabilitas keuangan. Sebab, sistem perbankan dan keuangan sangat erat kaitannya dengan sistem pembayaran. Jika terdapat gangguan pada sistem pembayaran, maka akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Hal ini bisa menimbulkan kegagalan dalam sistem pembayaran yang akan menurunkan kepercayaan publik. 
2. Saluran mengendalikan ekonomi
Pengertian sistem pembayaran yang kedua adalah sebagai saluran atau channel dalam mengendalikan ekonomi, terutama melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dapat berpengaruh terhadap likuiditas perekonomian apabila sistem pembayarannya lancar. 
3. Instrumen pendukung efisiensi ekonomi[footnoteRef:26] [26: 	Smith,John.”Sistem pembayaran digital:Konsep dan Implementasi” (Surabaya: University Press,2018). Hal 52
] 

Selanjutnya, pengertian sistem pembayaran juga terkait erat dengan posisinya sebagai instrumen dalam mendukung efisiensi ekonomi. Perencanaan keuangan dalam usaha akan menjadi terganggu kalau ada ketidakstabilan dalam proses pembayaran atau transaksi. Pada akhirnya, hal tersebut dapat mendorong turunnya produktivitas ekonomi suatu negara.
B. Landasan Hukum Sistem Pembayaran
	Pembayaran dalam Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan ekonomi umat Muslim, diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, baik pembayaran tunai maupun non-tunai memiliki landasan hukum yang tersirat dalam ajaran Islam.
1. Pembayaran Tunai (Dinar dan Dirham)
	Pembayaran tunai dengan menggunakan dinar dan dirham, yaitu mata uang emas dan perak, telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:
اَلَّذِيۡنَ يَاۡكُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا كَمَا يَقُوۡمُ الَّذِىۡ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ‌ؕ ذٰ لِكَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَيۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا‌ۘ‌وَاَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا‌ؕ فَمَنۡ جَآءَهٗ مَوۡعِظَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ فَانۡتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَؕ وَاَمۡرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ‌ؕ وَمَنۡ عَادَ فَاُولٰٓٮِٕكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ‌ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡن
Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(Q.S. Al-Baqarah:275)[footnoteRef:27] [27: 	 Prof.Dr.H.A.Uzair,MA. “Pengantar Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi”. (Semarang.PT. Alfabeth. 2019). Hal 13-16] 


	Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya. Ayat ini menggarisbawahi prinsip keadilan dalam transaksi keuangan, di mana nilai tukar harus adil dan seimbang, tidak boleh ada penipuan atau kerugian bagi salah satu pihak.[footnoteRef:28] [28: 	 Prof.Dr.H.A.Uzair,MA. “Pengantar Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi”. (Semarang.PT. Alfabeth. 2019). Hal 20-21] 

2. Pembayaran Non-Tunai (Transaksi Elektronik)
	Pembayaran non-tunai seperti transaksi elektronik, kartu kredit, dan sistem perbankan modern juga memiliki landasan hukum dalam Islam. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an karena konteksnya yang modern, prinsip-prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi ekonomi berlaku.
	Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan panduan terkait transaksi non-tunai dan penggunaan sistem perbankan:
 "Hendaklah kamu menunaikan amanah kepada orang yang menitipkannya kepadamu dan janganlah kamu mengkhianatinya kepada yang mengkhianatinya kepadamu." (HR. Ahmad)
	Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam semua bentuk transaksi, baik itu tunai maupun non-tunai. Penggunaan sistem perbankan modern juga diizinkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.
	Secara keseluruhan, sistem pembayaran tunai dan non-tunai dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, kejujuran, dan menjaga amanah. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman yang luas untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, baik pembayaran tunai maupun non-tunai dapat dilakukan dalam Islam, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
	Prinsip-prinsip utama yang menjadi pijakan dalam sistem ini mencakup keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam.[footnoteRef:29] [29: 	 Dr.Wahbah Az-Zuhailil.”Hukum Bisnis dan Keuangan Islam”. (Jakarta. University Indonesia.2021) Hal 21-24] 

1. Prinsip Keadilan dalam Pembayaran
	Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi pembayaran. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:188)
وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah (2:188)

2. Transparansi dan Keterbukaan
	Pada prinsipnya, Islam mendorong untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam segala bentuk transaksi, termasuk pembayaran. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan agar semua urusan dunia dan agama dilakukan dengan jelas dan terang-terangan. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah (dari dosa) yang menjadi syubhat kepada yang tidak syubhat, karena sesungguhnya jelas kebenaran dengan yang jelas pula kebatilan." (HR. Tirmidzi).
3. Larangan Riba
	Salah satu aspek krusial dalam sistem pembayaran menurut Islam adalah larangan terhadap riba atau bunga. Al-Qur'an dengan tegas melarang praktik riba dalam Surat Al-Baqarah (2:275), "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran dalam Islam harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan.
4. Konsep Sadaqah dan Kebaikan
	Sistem pembayaran dalam Islam juga mengandung nilai-nilai amal dan kebaikan. Kehidupan ekonomi umat Islam tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip transaksi yang adil, tetapi juga mendorong untuk berbagi rezeki dengan sesama melalui konsep zakat dan sadaqah. Ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa memberikan sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, bahkan akan menambah keberkahan dalam kekayaannya.
5. Pengaturan Sistem Ekonomi secara Islami
	Selain prinsip-prinsip dasar di atas, Islam juga memberikan pedoman lebih lanjut dalam pengaturan sistem ekonomi secara keseluruhan. Hal ini termasuk dalam konteks distribusi kekayaan, perlindungan terhadap kaum lemah, serta perlakuan yang adil terhadap karyawan dan pekerja dalam hal pembayaran upah dan gaji.[footnoteRef:30] [30: 	 Dr.Wahbah Az-Zuhailil.”Hukum Bisnis dan Keuangan Islam”. (Jakarta. University Indonesia.2021) Hal 31-36] 

C. Jenis-jenis Sistem Pembayaran
	Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran nontunai.
a. Sistem Pembayaran Tunai
	Sistem pembayaran tunai merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli kepada penjual. Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yaitu uang dalam bentuk fisik berupa uang logam dan uang kertas. Di Indonesia sendiri uang kartal masih memegang peranan penting dalam hal pembayaran dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang belum mengetahui adanya produk perbankan yang dapat lebih mempermudah dalam transaksi pembayarannya dan juga banyak masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya transaksi pembayaran elektronik. Terkait dengan hal tersebut Bank Indonesia berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat. Dalam perekonomian Indonesia, untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang diambil adalah pengeluaran dan pengedaran uang emisi baru, serta melanjutkan program public education mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah (Bank Indonesia, 2006).[footnoteRef:31] [31: 	Smith,John.”Sistem pembayaran digital:Konsep dan Implementasi”. (Surabaya: University Press,2018). hal  57] 

b. Sistem Pembayaran NonTunai
	Pembayaran nontunai yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau bilyet giro (BG) dan alat pembayaran menggunakan kartu (ATM, kartu kredit, kartu debit, prabayar). Hal ini terlihat pada ketersediaan jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank. Sistem pembayaran nontunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, maka proses perpindahan dana lebih sederhana, dimana bank tersebut cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda. Untuk ini diperlukan suatu lembaga lain yang dikenal sebagai lembaga kliring untuk mengakomodir transaksi antar bank tersebut.[footnoteRef:32] [32: 	Smith,John.”Sistem pembayaran digital:Konsep dan Implementasi” (Surabaya: University Press,2018). hal 52] 

	      Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran dalam bentuk pembayaran nontunai yang lebih efisien dan ekonomis. Dalam perkembangannya, lembaga penyedia jasa pembayaran semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran nontunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik yang aman, cepat dan efisien serta bersifat global. [footnoteRef:33]Secara umum, alat pembayaran nontunai dapat dibedakan berdasarkan tiga kategori, yakni berbasis kertas, berbasis kartu, dan berbasis digital. Ketiganya merupakan bentuk nyata evolusi sistem pembayaran yang didorong oleh inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Berikut adalah tiga kategori alat pembayaran nontunai tersebut: [33: 	Kenneth C. Lauden dan Carol Guercio, “Transaksi e-commerce serta metode pembayaran npn-tunai dalam konteks bisnis online”(2018) Hal. 33-37] 

1) Berbasis Kertas
a) Cek
	Cek adalah alat pembayaran nontunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah pencairan dana nasabah. Jumlah penarikan dana atas nama pemilik rekening atau nama lain yang ditunjuk tertera pada cek. Selanjutnya, bank akan memproses pencairan dana sesuai dengan jumlah tersebut.
b) Giro
	Sama seperti cek, giro juga merupakan alat pembayaran nontunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah kepada bank. Bedanya, giro tidak digunakan untuk mencairkan dana, tetapi untuk memindahbukukan sejumlah dana yang tertera dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain.
c)Nota debit
	Nota debit adalah surat yang diterbitkan bank untuk menagih utang seorang nasabah atau nasabah lain melalui kliring berdasarkan nominal dan waktu yang sudah ditentukan. Jika Anda memilih menggunakan nota debit, maka Anda harus melakukan utang terlebih dahulu ke suatu bank. Biasanya, nota debit digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor.
d) Nota kredit
	Nota kredit merupakan surat yang diterbitkan bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan dana nontunai kepada nasabah lain melalui kliring.
2) Berbasis Kartu
a) Kartu Kredit
	Kartu kredit adalah adalah alat pembayaran secara nontunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank.Credit card dapat membantu Anda untuk melakukan transaksi di awal dan dibayarkan oleh bank. Namun, pada akhirnya pengguna harus membayar nominal yang sudah di tentukan oleh pihak bank setiap awal bulan ke bank bersangkutan.[footnoteRef:34] [34: 	Rifai,  Ahmad. 2018. “ Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai di Era Digital”. PT.Pustaka Digital. hal 23-24] 

	Definisi tersebut sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).Fungsi utama kartu tipe kredit yakni sebagai pengganti uang tunai saat berbelanja.
b) Kartu Debit
	Kartu Debit adalah alat pembayaran yang memungkinkan pemegangya untuk melakukan transaksi keuangan tanpa perlu membawa uang tunai. Kartu ini terhubung langsung dengan rekening bank pemegangnya dan setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kartu debit akan langsung memotong dana dari saldo rekening tersebut.[footnoteRef:35] [35: 	Rifai,  Ahmad. 2018.  “ Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai di Era Digital”. PT.Pustaka Digital.hal 40-44] 

	Kartu Debit umumnya diterbitkan oleh bank dan dilengkapi dengan nomor kartu,tanggal kadaluwarsa, serta kode keamanan. Kartu debit juga biasanya dilengkapi dengan fitur chip dan PIN untuk meningkatkan keamanan transaksi.Adapun manfaat kartu debit:
1. Kemudahan Transaksi: Dengan kartu debit pemegangnya dapat melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai, Sehingga, lebih praktis dan aman.
2. Mengendalikan Pengeluaran: Pengguna kartu debit dapat mengendalikan pengeluaran dengan lebih baik karena transaksi akan langsung memotong dana dari saldo rekening.
3. Keamanan: Kartu Debit dilengkapi dengan fitur keamanan seperti chip dan PIN serta perlindungan dari sistem pembayaran, Sehingga, risiko pencurian atau penipuan lebih minim.
3) Berbasis Digital 
a) QRIS 
	QRIS adalah standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS adalah standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking. Dapat disimpulkan QRIS merupakan terobosan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi regulator dari satu pintu. Kehadiran QRIS memungkinkan berbagai Penyedia  Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR dapat diakses hanya dalam satu kode QR.[footnoteRef:36] [36: 	Triyani Febry Astutik, “Efektivitas Penggunaan QRIS Aplikasi Mobile Banking BSI oleh UMKM BINAAN Bank Syariah Indonesia” (2023,(Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq ) hal 34 ] 

	Artinya, meskipun aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen berbeda-beda, namun pihak toko (merchant) cukup menyediakan satu kode QR saja. Tidak dipungkiri, sekarang terdapat berbagai jenis aplikasi pembayaran yang aktif digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan, saat ini terdapat 38 e-wallet yang telah mendapat lisensi resmi di Indonesia. Ini menunjukkan cashless society di Indonesia semakin luas dan kebutuhan akan satu standar kode QR nasional pun semakin besar. Mulai 1 Januari 2020, Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyedia  layanan pembayaran nontunai menggunakan sistem QRIS. Tujuannya agar transaksi pembayaran bisa lebih murah dan efisien, inklusi keuangan berjalan lebih cepat, UMKM lebih maju, dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih maksimal.
b) Mobile Banking
	Mobile banking adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aplikasi bisnis. Mobile banking memungkinkan pelanggan untuk dilayani 24 jam sehari tanpa harus pergi ke bank untuk transaksi pribadi. Menurut Julius R. Latumaerissa, mobile banking adalah salah satu dari banyak fitur e-channel banking dari aplikasi seluler dengan sistem android atau IOS. Biaya aksesnya disesuaikan dengan kuota nasabah itu sendiri. Aplikasi mobile banking ini dapat diinstal langsung oleh nasabah dari telepon genggam mereka.[footnoteRef:37] [37: 	Anotimus, “Perkembangan Mobile Banking di Indonesia”, sharingvision.com,diakses 2 februari 2024.] 

	Jadi dapat disimpulkan bahwa mobile banking merupakan aplikasi berbasis online yang dapat diakses kapanpun dan di manapun dengan telepon genggam pribadi yang mana akan melayani kebutuhan transaksi perbankan sesuai dengan apa yang telah disediakan. Adapun Keunggulan mobile banking yaitu :
1. Kemudahan Akses : Dengan mobile banking, pengguna dapat mengakses akun bank mereka tanpa harus mengunjungi cabang bank atau mesin ATM. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat atau tinggal di daerah yang jauh dari kantor cabang.
2. Keamanan Transaksi : Dengan teknologi keamanan canggih, mobile banking menawarkan lapisan perlindungan tambahan, seperti otentikasi dua faktor dan enkripsi data, untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan aman.
3. Fitur Inovatif : Aplikasi mobile banking seringkali dilengkapi dengan fitur inovatif seperti notifikasi real-time, manajemen keuangan pribadi, dan integrasi dengan layanan lain seperti e-commerce dan pembayaran digital.

c) Internet Banking
	Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.
	Fitur layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan/giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik dan berbagai jenis pembayaran lainnya.
	Untuk menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki user id, password, token atau One Time Password (OTP), dan jaringan internet. User id, password, dan  token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank, kemudian nasabah akan diminta untuk memasukkan user id dan password pada halaman muka atau login. Pada saat melakukan transaksi finansial, nasabah akan diminta untuk memasukkan OTP yang diperoleh dari token.  Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah keluar/log out dari halaman internet banking. Bank mengirimkan notifikasi melalui e-mail sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil.
	Manfaat dari internet banking memudahkan transaksi non finansial dan transaksi finansial tanpa harus datang ke cabang bank, namun cukup menggunakan perangkat telepon seluler ataupun perangkat elektronik lainnya yang memiliki akses internet. Contoh transaksi non finansial: info saldo, info mutasi rekening, dan lain-lain.
d) Go-Pay
	GoPay adalah layanan dompet digital yang disediakan oleh perusahaan teknologi Indonesia, Gojek. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pembelian tiket, dan transfer uang, semua dilakukan melalui aplikasi Gojek. Dengan GoPay, pengguna dapat melakukan transaksi secara mudah, cepat, dan aman tanpa perlu menggunakan uang tunai. 
	Selain itu, GoPay juga sering menawarkan berbagai promo dan cashback untuk pengguna setianya. Dengan demikian, GoPay tidak hanya memudahkan pengguna dalam bertransaksi, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui berbagai keuntungan yang ditawarkan. adapun keuntungan go-pay yaitu:[footnoteRef:38] [38: 	Achadi, A..,&Winarto,H. “Pengaruh Pengetahuan Produk, Persepsi Risiko dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan Layanan Go-Pay”. (2020) hal 11-23] 

1. Bayar pulsa dari berbagai provider
Pecahan lengkap. Beli pulsa dan paket data dari provider apa pun tersedia dengan pecahan yang lengkap.Selalu dengan harga spesial. Tersedia juga dengan harga spesial bahkan dari nominal terkecil.
2. Bayar tagihan bulanan
Tersedia di ribuan layanan digital. Nikmati bayar tagihan bulanan yang hadir di lebih dari 1.500 layanan digital. Bayar tagihan lengkap. Mulai dari beli token listrik, bayar tagihan air sampai tagihan BPJS, semua bisa pakai aplikasi GoPay.
3. Minim biaya admin. 
Bayar tagihan bulanan jadi lebih hemat karena minim biaya admin.
e) OVO
	OVO adalah sebuah platform pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan melalui aplikasi ponsel. Dengan menggunakan OVO, pengguna dapat melakukan pembayaran di berbagai merchant, melakukan transfer uang, pembelian pulsa, tagihan pembayaran, dan berbagai layanan keuangan lainnya. 
	OVO telah menjadi salah satu dari beberapa dompet digital yang populer di Indonesia dan terus mengalami perkembangan dan inovasi untuk meningkatkan layanannya kepada pengguna. adapun keuntungan menggunakan OVO yaitu[footnoteRef:39] [39: 	Achadi, A..,&Winarto,H. “Pengaruh Pengetahuan Produk, Persepsi Risiko dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan Layanan Go-Pay” (2020) hal 16] 

1. Cashback dan promo 
		Ovo seringkali menawarkan cashback dan promo menarik bagi pengguna saat melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi ini. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pengguna dalam hal penghematan biaya.
	2. Rewards 
		Ovo memberikan rewards atau hadiah kepada pengguna yang aktif menggunakan aplikasi ini, seperti point yang dapat ditukar dengan berbagai voucher belanja dan hadiah menarik.
f) DANA
	DANA adalah dompet digital Indonesia yang diDesain untuk menjadikan setiap transaksi nontunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya.Dengan DANA, masyarakat bisa menjadi lebih produktif, efisien, dan kompeten. DANA juga dapat dioptimalkan untuk mendukung komitmen pemerintah menghemat biaya produksi dan distribusi uang fisik, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.[footnoteRef:40] [40: 	N.Venkatesh, “Dompet digital dan model bisnis dibalik transaksi pembayaran online ”hal. 12-19] 



D. Manfaat Alat Pembayaran Nontunai 
	Alat pembayaran nontunai memberikan manfaat kepada perekonomian, antara lain:
1. Hemat ruang 
Dengan sistem pembayaran nontunai berarti uang Anda tetap berada di sistem keuangan yang terlindungi. Anda cukup menggunakan kartu atau aplikasi mobile atau bertransaksi lewat internet. Karena tidak ada uang yang perlu dipegang atau disimpan, berarti tidak Anda tidak perlu menyiapkan ruang penampungan atau penyimpanan uang khusus. 
2. Lebih aman 
Alat pembayaran nontunai menggunakan sandi rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Sistem keamanannya pun berlapis. Mulai dari penggunaan PIN sampai verifikasi lewat SMS atau email. Keamanan makin terjamin berkat adanya pemberitahuan untuk setiap transaksi tertentu. Uang fisik yang terlibat dalam transaksi nontunai juga dijamin keamanannya oleh pihak penyedia nontunai dan bank tempat penyimpanan uang. 
3. Lebih nyaman 
Antrian saat transaksi akan jauh lebih cepat. Dan Anda tidak akan lagi menerima permen sebagai pengganti kembalian. 
4. Lebih transparan 
Ini yang tidak bisa disediakan oleh instrumen tunai. Setiap transaksi nontunai yang kita lakukan tercatat oleh sistem dan tersimpan dalam catatan aktifitas kita, baik berupa struk maupun berupa riwayat transaksi pada aplikasi atau website.[footnoteRef:41] [41: 	 Rifai,  Ahmad. 2018. “ Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai di Era Digital”. PT.Pustaka Digital. hal 27-28] 

E. Resiko Penggunaan Pembayaran Elektronik 
	Penggunaan pembayaran elektronik dapat meningkatkan resiko pada perekonomian dan sistem pembayaran, antara lain: 
1. Peningkatan risiko default terutama pada instrumen kartu kredit (dan kartu pasca bayar). Hal tersebut dapat menimbulkan risiko sistemik dalam penyelesaian pembayaran antar bank. 
2. Peningkatan resiko teknologi informasi yang dapat menimbulkan kekeliruan maupun kecurangan dalam proses penyelesaian transaksi. 
3. Peningkatan resiko instabilitas sistem keuangan 
	Penerapan sistem transaksi nontunai yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan atas instruksi Presiden Nomor sepuluhTahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah. Penerapan Transaksi Nontunai merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan adalah dengan melakukan upaya percepatan implementasi transaksi nontunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah, sebagai berikut: 
1. Transaksi nontunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. 
2. Pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi: 
a) penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan 
b) pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu. 
3. Melakukan koordirnasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah. 
4. Gubernur menetapkan kebijakan implementasi transaksi nontunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud. 
5. Pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi nontunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaranoleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur. 
6. Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi nontunai pada pemerintah provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas 15 implementasi transaksi nontunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi nontunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.[footnoteRef:42] [42: 	Rifai,  Ahmad. 2018. “ Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai di Era Digital”. PT.Pustaka Digital.hal 32-34] 
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BAB III
HASIL PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
	Dalam Penelitian ini penulis melibatkan sepuluh toko yang berbeda di Kabupaten Aceh Barat. Toko-toko ini dipilih secara acak dari berbagai sektor bisnis, termasuk kosmetik, toko perlengkapan rumah, toko kopi, dan minimarket. Dengan melibatkan berbagai jenis toko, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang penggunaan sistem pembayaran nontunai di berbagai sektor bisnis.
	Berdasarkan hasil dari penelitian peulis akan mendeskripsikan Sepuluh toko yang telah diwawancara langsung dengan pemilik toko, Sebagai berikut :
1.  MR.DIY
	MR.DIY tidak hanya menyediakan beragam produk berkualitas tinggi, tetapi juga menawarkan sistem pembayaran nontunai yang memudahkan pelanggan. Dengan berbagai kategori produk yang ditawarkan, mulai dari peralatan rumah tangga, perabotan, aksesori mobil, alat tulis dan olahraga, mainan, kado, aksesori komputer atau ponsel, hingga perhiasan dan kosmetik.
	MR DIY menjadi destinasi belanja yang lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya sistem pembayaran nontunai, pelanggan dapat membeli produk dengan lebih mudah dan aman. Adapun yang menjadi kendala dari konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di toko ini yaitu pada jaringan internetnya yang tidak stabil.
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2. Indomaret
	Indomaret, salah satu gerai ritel terkemuka di Indonesia telah memperkenalkan sistem pembayaran nontunai yang didasarkan pada teknologi digital. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode, seperti debit card, Indomaret card, Dana, dan OVO. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indomaret untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berbelanja bagi para pelanggan.
	Salah satu metode pembayaran nontunai yang tersedia di Indomaret adalah debit card. Dengan menggunakan kartu debit, pelanggan dapat melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Transaksi menggunakan debit card juga memberikan keamanan ekstra karena tidak perlu khawatir kehilangan uang fisik.
	Sebagai salah satu gerai ritel terbesar di Indonesia, langkah Indomaret untuk mendukung pembayaran nontunai merupakan contoh yang baik bagi industri ritel lainnya. Dengan terus mengadopsi teknologi terkini dan menyediakan berbagai metode pembayaran yang praktis, Indomaret telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kemudahan berbelanja bagi para pelanggan.
3. Miniso
	Miniso telah lama dikenal sebagai toko serba ada yang menawarkan beragam produk mulai dari tas, bantal, peralatan makan, hingga fashion item dan pernak-pernik aksesori. Tidak hanya itu, Miniso juga menyediakan berbagai produk lain seperti parfum, kacamata, hingga alat elektronik. Yang membuat Miniso semakin diminati adalah kehadiran sistem pembayaran nontunai di beberapa cabangnya, termasuk di kabupaten Aceh Barat.
	Dengan menerapkan sistem pembayaran nontunai berupa QRIS dan Transfer BCA, Miniso memberikan kemudahan bagi para pelanggannya dalam bertransaksi. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi pembayaran yang semakin canggih dan modern.
4. Alfamart
	Alfamart juga salah satu gerai ritel yang terkenal di Indonesia yang baru saja dibuka cabang di Jalan Syiah Kuala Kuta Padang Kabupaten Aceh Barat pada bulan April lalu, menawarkan berbagai kemudahan dalam sistem pembayaran nontunai. sistem pembayaran nontunai tang tersedia di Alfamart seperti debit card, OVO, dan mobile banking. Dengan adanya fasilitas ini, pelanggan dapat melakukan pembelian dengan lebih praktis dan aman. Pembayaran nontunai semakin menjadi pilihan utama di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Dengan adanya sistem ini, transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, serta memberikan keamanan yang lebih baik bagi pelanggan.
5. Toko Kosmetik Syifa Jaya
	Toko kosmetik Syifa Jaya merupakan destinasi utama bagi para pecinta kecantikan khususnya di Desa Kuta padang Kabupaten Aceh Barat. Dengan berbagai macam alat kosmetik wanita yang ditawarkan, toko ini telah menjadi tempat yang paling dicari untuk memenuhi kebutuhan kecantikan. Namun, keunggulan toko ini tidak hanya terletak pada produknya, tetapi juga pada sistem pembayarannya yang menggunakan metode nontunai berbasis digital.
	Dengan adopsi teknologi pembayaran digital, Toko Kosmetik Syifa Jaya memberikan kemudahan bagi pelanggannya. sistem pembayaran nontunai yang digunakan pada toko Syifa Jaya yaitu QRIS dan Transfer BSI dan Bank Aceh Syariah. Sistem pembayaran nontunai ini memungkinkan para konsumen untuk melakukan transaksi dengan cepat dan aman. Tidak hanya itu, metode pembayaran ini juga memberikan kepraktisan bagi pelanggan, yang tidak perlu repot membawa uang tunai atau menukar uang kecil.
6. King Fried Chicken
	King Fried Chicken terletak di Jalan Nasional Ujung Baroh, restoran ini menawarkan beragam pilihan mulai dari ayam goreng tepung hingga ayam geprek dengan sambal yang beraneka ragam. Melalui inovasi terbarunya, King Fried Chicken kini menyediakan alat sistem pembayaran nontunai berupa QRIS.
	Dengan menggunakan QRIS, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi perbankan atau dompet digital yang mendukung fitur pembayaran menggunakan satu kode QR. Dengan menyediakan QRIS sebagai alat pembayaran nontunai, King Fried Chicken telah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi para pelanggan. Langkah ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan kemudahan dalam bertransaksi di era digital ini.
7. Toko Bakopi 
	Toko bakopi yang terletak di Kuta Padang, Aceh Barat, telah menjadi sorotan bagi penyuka kopi di daerah tersebut. Dengan berbagai macam pilihan kopi yang ditawarkan, toko ini menjadi tempat yang populer bagi pecinta kopi untuk menikmati beragam varietas kopi yang disajikan dengan cita rasa yang autentik.
	Salah satu hal yang menarik dari toko bakopi ini adalah penggunaan sistem pembayaran nontunai berbasis digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi, pembayaran digital menjadi pilihan yang semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi para pelanggan toko bakopi untuk menikmati kopi kesukaan mereka tanpa perlu repot membawa uang tunai.
	Sistem pembayaran yang digunakan pada toko Bakopi seperti e-wallet, kartu kredit, atau pembayaran melalui aplikasi perbankan. Hal ini tentu saja memudahkan para pelanggan yang tidak selalu membawa uang tunai dalam bertransaksi, terutama di era digital ini di mana pembayaran nontunai semakin menjadi tren.
8. Toko Kelontong dan Link Mimi
	Selanjutnya penulis melakukan penelitian ditoko kelontog mimi di Jalan Ujung Kalak Kabupaten Aceh Barat. Melalui penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa toko tersebut menggunakan berbagai macam sistem pembayaran nontunai seperti Transfer BSI, Ovo, dan Dana.	
	Dengan adanya pilihan pembayaran nontunai, pelanggan dapat lebih mudah dan cepat melakukan transaksi tanpa harus repot membawa uang tunai.Penerapan sistem pembayaran nontunai di toko kelontong Mimi juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha kecil. Dengan adanya transaksi nontunai, pemilik toko dapat memiliki catatan transaksi yang lebih akurat dan terorganisir. Hal ini membantu dalam mengelola keuangan toko dengan lebih baik.
9. Minimarket Nana
	Minimarket Nana yang terletak di Desa Kampung Belakang menawarkan berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari beras, telur, minyak, tepung, jajanan, hingga minuman lainnya dalam skala grosir. Namun, yang membuat toko ini menonjol adalah sistem pembayaran nontunai yang mereka tawarkan, seperti Transfer BSI, OVO, Dana, dan Gopay.
	Tentu saja, keberadaan toko grosir dengan sistem pembayaran nontunai juga turut mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Semakin banyaknya usaha kecil dan menengah yang menyediakan opsi pembayaran nontunai akan membantu menggerakkan roda perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transisi ke arah ekonomi digital yang lebih inklusif dan modern.
10. Ayam Geprek Junpiyo
	Ayam Geprek Junpiyo yang terletak di Jalan Manek Roo menyajkan dengan berbagai pilihan level pedas, mulai dari level rendah hingga level super pedas. Hal ini memungkinkan para pelanggan untuk menyesuaikan tingkat kepedasan sesuai dengan preferensi mereka. tidak hanya itu, ayam geprek junpiyo juga menyajikan berbagai varian ayam seperti ayam geprek original, ayam geprek telur, dan masih banyak lagi. 
	Tidak hanya soal rasa, Warung makan Ayam geprek junpiyo menyediakan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan mengadopsi sistem pembayaran nontunai berbasis digital QRIS. Dengan adopsi QRIS, pelanggan junpiyo dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat melalui aplikasi pembayaran digital yang telah mereka miliki.
B. Hasil Penelitian
1. Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai Berbasis Digital di Kabupaten Aceh Barat
	Penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital semakin berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Melalui penelitian yang telah dilakukan, penulis berhasil mengidentifikasi Sepuluh toko pilihan yang menerapkan sistem pembayaran nontunai dengan beragam metode, mulai dari QRIS, mobile banking, kartu debit, dan lain sebagainya.
	Dalam era digital seperti saat ini, penerapan sistem pembayaran nontunai menjadi suatu keharusan dan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu daerah yang terletak di Provinsi Aceh telah mulai mengadopsi dan menerapkan sistem pembayaran nontunai dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama di sektor perdagangan.
	Salah satu metode pembayaran nontunai yang telah banyak diterapkan di Sepuluh toko ini adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Melalui QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan mudah hanya dengan melakukan pemindaian kode QR yang tertera di toko atau tempat usaha. Dengan adopsi teknologi QRIS, transaksi menjadi lebih efisien dan cepat tanpa perlu menggunakan uang tunai.[footnoteRef:43] [43: 	Dr.Retno Wulandari, “Inovasi Pembayaran Digital:Studi Kasus di Indonesia”,(Journal of financial innovation:2019) hal 23] 

	Sistem pembayaran nontunai QRIS telah menjadi pilihan yang populer bagi gerai makanan, seperti King Fried Chicken, Ayam Geprek Junpiyo dan gerai makanan lainnya memberikan dampak positif yang signifikan. Karyawan King Fried Chicken menyatakan bahwa sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, pedagang, dan pengguna.[footnoteRef:44] [44: 	Wawancara dengan ibu Nurul pada tanggal 8 Mei 2024] 

	Masyarakat kini dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui sistem QRIS. Cukup dengan melakukan pemindaian kode QR dan beberapa klik, transaksi pembayaran dapat segera dilakukan. Hal ini tentu mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran di gerai makanan, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan meningkatkan efisiensi waktu.
	Dari sudut pandang pedagang, menggunakan sistem pembayaran nontunai QRIS juga memberikan keuntungan. Salah satu keuntungan utama adalah kemudahan dalam mengelola transaksi pembayaran. Dengan hanya perlu memajang satu kode QRIS, pedagang tidak perlu lagi menyediakan banyak QR Code untuk setiap jenis aplikasi pembayaran QR. Hal ini meminimalisir kerumitan dan kebingungan bagi para pedagang dalam mengelola sistem pembayaran.[footnoteRef:45] [45: 	Wawancara dengan ibu Intan pada tanggal 12 Mei 2024] 

	Pengguna juga merasakan manfaat dari penggunaan QRIS dalam melakukan pembayaran di gerai makanan. Mereka dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun yang mereka miliki, tanpa terbatas pada satu jenis aplikasi pembayaran saja. Fleksibilitas ini memberikan kenyamanan bagi pengguna dan juga memungkinkan mereka untuk memilih metode pembayaran yang sesuai dengan preferensi masing-masing.
	Selain kemudahan, keamanan transaksi juga menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam sistem pembayaran nontunai QRIS. Dengan menggunakan teknologi QRIS, transaksi pembayaran menjadi lebih aman karena tidak melibatkan uang tunai yang rentan terhadap pencurian. Selain itu, data pembayaran juga terenkripsi dengan baik, menjaga keamanan informasi pengguna.
	Tidak hanya itu, dengan adanya sistem pembayaran nontunai QRIS, gerai makanan juga dapat melakukan program kemitraan dengan pihak lain, seperti bank atau perusahaan e-wallet. Hal ini memungkinkan gerai makanan untuk memberikan promo eksklusif kepada pemegang kartu atau pengguna e-wallet tertentu, Sehingga, dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial.
	Dengan mengintegrasikan program promosi dan loyalitas ke dalam sistem pembayaran nontunai QRIS, gerai makanan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran nontunai juga akan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan efisien.[footnoteRef:46] [46: 	Wawancara dengan ibu yeni pada tanggal 5 Mei 2024] 

	Selanjutnya pada toko kelontong Riko yang beralamat di Desa Ujung Kalak, bapak Riko mengungkapkan bahwa, sejak menerapkan sistem pembayaran nontunai, toko kelontongnya menjadi lebih ramai dikunjungi oleh pelanggan. Hal ini tentu menjadi kabar baik, karena menandakan adopsi masyarakat terhadap kemajuan teknologi dalam hal sistem pembayaran.[footnoteRef:47] [47: 	 Wawancara dengan bapak Riko pada tanggal sepuluhMei 2024] 

	Dengan adanya berbagai pilihan metode pembayaran nontunai di toko tersebut seperti transfer uang BSI melalui mobile banking, top up dana, OVO, maupun isi token listrik, pelanggan memiliki lebih banyak opsi untuk melakukan pembayaran, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik toko kelontong tersebut. Hal ini juga memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai secara fisik.
	Tidak hanya toko kelontong Bapak Riko yang telah merasakan manfaat dari sistem pembayaran nontunai, tetapi juga toko-toko lainnya seperti toko syifa kosmetik Syifa Jaya, toko bakopi dan mini market nana juga menyatakan bahwa inovasi ini telah membantu menggerakkan roda perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya sistem pembayaran nontunai, para pelanggan dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah penjualan dan pendapatan bagi para pemilik usaha.[footnoteRef:48] [48: 	Wawancara dengan ibu nana pada tanggal 12 Mei 2024] 

	Salah satu manfaat utama dari sistem pembayaran nontunai adalah kemudahan dalam bertransaksi. Para pelanggan tidak perlu lagi membawa uang tunai secara fisik, yang seringkali rentan terhadap pencurian atau kehilangan. Sebaliknya, mereka dapat melakukan pembayaran melalui kartu debit, kartu kredit, atau metode pembayaran digital lainnya, yang lebih aman dan nyaman.  Hal ini juga membantu para pemilik usaha mengurangi risiko terhadap tindak kriminal yang mungkin terjadi di tempat usaha mereka.[footnoteRef:49] [49: 	 wawancara dengan ibu yeni pada tanggal 5 Mei 2024] 

	Selain itu, adopsi sistem pembayaran nontunai juga membuka peluang bagi para pemilik usaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan adanya kemampuan untuk menerima pembayaran nontunai, toko-toko dapat menarik pelanggan yang lebih luas, termasuk mereka yang lebih cenderung untuk melakukan transaksi secara digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan omset penjualan, tetapi juga membantu memperluas jangkauan pasar bagi para pemilik usaha.[footnoteRef:50] [50: 	 Wawancara dengan ibu nana pada tanggal sepuluhMei 2024] 

	Tidak hanya itu, penggunaan mobile banking juga semakin populer di Kabupaten Aceh Barat. Dengan menggunakan layanan mobile banking dari berbagai bank yang tersedia, konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran tanpa perlu repot membawa uang tunai. Kemudahan akses dan keamanan transaksi menjadi alasan utama mengapa masyarakat semakin banyak yang beralih ke sistem pembayaran nontunai berbasis mobile banking.[footnoteRef:51] [51: 	 Wawancara dengan ibu Azizah pada tanggal 12 Mei 2024] 

	Selain QRIS dan mobile banking, penggunaan kartu debit juga menjadi pilihan yang diminati oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Melalui kartu debit, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Penggunaan kartu debit juga memberikan kemudahan dalam melacak riwayat transaksi, Sehingga, membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih teratur dan transparan.[footnoteRef:52] [52: 	Dr.Retno Wulandari, “Inovasi Pembayaran Digital:Studi Kasus di Indonesia”,(Journal of financial innovation:2019) hal 23] 

	Dalam penelitian yang penulis lakukan, Sepuluh toko pilihan yang telah menerapkan sistem pembayaran nontunai dengan berbagai metode tersebut telah memberikan dampak positif baik bagi para penjual maupun konsumen. Penjual dapat meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi dan mengurangi risiko pencurian uang tunai, sementara konsumen dapat menikmati kemudahan dan keamanan dalam melakukan pembayaran.
	Tidak hanya itu, penerapan sistem pembayaran nontunai juga memberikan dampak positif dalam hal inklusi keuangan. Masyarakat yang Sebelumnya, sulit mengakses layanan keuangan kini dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Hal ini tentu saja membantu dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
	Dengan adanya penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat, diharapkan dapat mempercepat perkembangan ekonomi daerah dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih modern dan efisien. Selain itu, penerapan ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan maju dalam era digital.
2. Kendala-kendala dalam menggunakan Sistem Pembayaran Nontunai Berbasis Digital di Kabupaten Aceh Barat
	Kendala merupakan halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam Penggunaan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat menghadapi beberapa kendala yang perlu diperhatikan.
	Salah satu kendala utama dalam menggunakan sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat adalah terkait dengan jaringan internet. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Mr DIY, terdapat beberapa kendala dalam penggunaan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di toko tersebut. Salah satu kendala utama yang disebutkan adalah jaringan internet yang kurang stabil. Hal ini menjadi masalah serius karena transaksi nontunai membutuhkan koneksi internet yang handal untuk menjamin kelancaran proses pembayaran. Ketidakstabilan jaringan internet dapat menyebabkan proses transaksi menjadi lambat atau bahkan terhenti secara tiba-tiba. Hal ini tentu saja dapat mengganggu pengalaman berbelanja pelanggan dan menurunkan efisiensi operasional toko.[footnoteRef:53]	Selain itu, kendala ini juga dapat berdampak langsung pada pendapatan toko jika pelanggan memilih untuk tidak melanjutkan transaksi akibat masalah koneksi internet. Selain jaringan internet yang kurang stabil, kendala lain yang disebutkan adalah adanya pemotongan biaya administrasi. Meskipun transaksi nontunai dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan, namun adanya biaya tambahan untuk administrasi bisa menjadi beban bagi toko maupun pelanggan. Biaya administrasi yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran nontunai dapat membuat harga produk di toko menjadi lebih tinggi, atau bahkan membuat pelanggan enggan untuk menggunakan metode pembayaran nontunai. [53: 	Wawancara dengan Ibu Annisa, Pada tanggal 24 April2024] 

	Kendala-kendala tersebut tentu menjadi perhatian serius bagi manajemen Mr DIY. Untuk mengatasi masalah jaringan internet yang kurang stabil, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyedia layanan internet yang digunakan. Manajemen toko juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi yang dapat menyimpan data transaksi secara offline sementara jika terjadi gangguan koneksi internet, Sehingga, proses transaksi dapat tetap berjalan lancar meskipun dalam kondisi jaringan yang kurang stabil.
	Sementara itu, terkait dengan pemotongan biaya administrasi, Mr DIY dapat melakukan negosiasi dengan penyedia jasa pembayaran nontunai untuk mencari solusi yang lebih menguntungkan bagi toko maupun pelanggan. Selain itu, toko juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau diskon bagi pelanggan yang menggunakan metode pembayaran nontunai, Sehingga, dapat mendorong penggunaan metode pembayaran tersebut tanpa terlalu memberatkan pelanggan.	
	Kendala lainnya yaitu terkait terkait delay QRIS di toko Miniso.Salah satu toko yang dikenal dengan produk-produknya yang unik dan harga terjangkau adalah Miniso. Namun, meskipun Miniso menawarkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, terdapat kendala yang cukup sering dijumpai oleh para pelanggan, yaitu terkait keterlambatan dalam proses transaksi. Meskipun sistem pembayaran nontunai seharusnya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, namun kenyataannya masih terdapat kasus di mana proses transaksi menggunakan QRIS mengalami delay yang cukup mengganggu[footnoteRef:54]. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan mempengaruhi efisiensi waktu dalam berbelanja. [54: Wawancara dengan ibu Rika pada tanggal 12 Mei 2024] 

	Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak manajemen Miniso untuk menangani kendala ini dengan serius. Perbaikan dalam sistem pembayaran nontunai, termasuk mengurangi delay QRIS merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pihak terkait baik dari segi merchant maupun pihak bank, perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pembayaran nontunai QRIS yang digunakan di Miniso. Perbaikan teknis pada sistem pembayaran perlu dilakukan guna meningkatkan kecepatan dan keandalan proses transaksi. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk mengurangi atau menghapuskan potongan biaya transfer administrasi yang dikenakan kepada para pelanggan.
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	Selain dari pihak merchant dan bank, peran dari pemerintah juga sangat diharapkan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Regulasi yang mendukung penggunaan sistem pembayaran nontunai perlu diperkuat dan diperjelas, Sehingga, dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong terciptanya standar-standar yang jelas terkait dengan tarif potongan biaya administrasi agar tidak memberatkan konsumen.[footnoteRef:55] [55: 	  Wawancara dengan ibu Rika pada tanggal 12 Mei 2024] 




BAB IV 
PEMBAHASAN PENELITIAN
	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan selama satu bulan lamanya, maka dapat dibahas lebih lanjut mengenai Penerapan Sistem Pembayaran nontunai Berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun Sebelumnya,.
	Penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat telah menjadi sebuah inovasi yang memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan selama satu bulan, terlihat bahwa adopsi teknologi pembayaran nontunai di daerah tersebut telah memberikan beragam manfaat yang signifikan.

	Salah satu manfaat utama dari sistem pembayaran nontunai adalah efisiensi dalam bertransaksi. Masyarakat tidak perlu lagi repot membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang rentan membuat mereka menjadi target kejahatan. Dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, baik untuk pembelian barang maupun pembayaran jasa 
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layanan. Hal ini juga meminimalisir risiko kehilangan uang dan memudahkan pengawasan transaksi keuangan bagi pengguna.
	Selain efisiensi, kemudahan dalam bertransaksi juga menjadi keunggulan sistem pembayaran nontunai. Dengan aplikasi pembayaran digital, masyarakat dapat melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun tanpa harus repot mencari mesin ATM atau membawa uang tunai fisik. Keberadaan jaringan internet yang semakin luas dan akses yang mudah membuat pembayaran nontunai semakin diminati oleh masyarakat, terutama generasi milenial yang gemar menggunakan teknologi.[footnoteRef:56] [56: 	Ahmad Rifai, “ Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai di Era Digital”(PT.Pustaka Digital:2018) Hal. 25] 

	Selain manfaat bagi masyarakat, penerapan sistem pembayaran nontunai juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara nontunai, maka akan meningkatkan pangsa pasar bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan juga menjadi lebih mudah dilakukan Sehingga, mempermudah pengawasan dan pengendalian atas aliran keuangan di daerah tersebut.[footnoteRef:57] [57: 	 Wawancara dengan ibu yeni pada tanggal 5 Mei 2024] 

	Pembahasan pada penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Kesiapan Digitalisasi Sistem pembayaran nontunai di Pasar Rakyat yaitu peningkatan omset penjualan pada pasar rakyat, dengan adanya kemudahan pembayaran nontunai, para pedagang dapat menjangkau lebih banyak konsumen yang mungkin tidak membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup. Hal ini membuka peluang bisnis yang lebih luas dan meningkatkan potensi pendapatan bagi para pedagang.
	Tak hanya itu, digitalisasi pembayaran nontunai juga membantu dalam meminimalkan risiko kehilangan uang dan pencatatan transaksi yang lebih akurat. Dengan transaksi yang tercatat secara digital,seperti kartu kredit, e-wallet, atau transfer bank, konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar yang rentan terhadap pencurian. Selain itu, kehilangan uang juga menjadi risiko yang lebih kecil karena transaksi dilakukan secara elektronik dan tercatat dengan jelas.[footnoteRef:58] [58:                  Rizky Ramadini Febrinda ,“Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Nontunai Di Pasar Rakyat” (2022)] 

	Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya adalah tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata. Beberapa kalangan masyarakat, terutama yang lebih tua, mungkin kesulitan untuk mengoperasikan aplikasi pembayaran digital Sehingga, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik.
	Selain itu, infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang masih terbatas di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembayaran nontunai. Upaya untuk meningkatkan akses internet dan infrastruktur teknologi menjadi hal yang penting agar sistem pembayaran nontunai dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat.[footnoteRef:59] [59: 	Ayu Wulandari,”Pemberdayaan UMKM melalui Pembayaran Digital”. Journal of small Bussiness Empowerment (2021) hal 35] 

	Infrastruktur internet yang cepat dan handal merupakan salah satu komponen kunci dalam mendorong perkembangan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. Dalam era digitalisasi, kemampuan untuk melakukan transaksi secara online menjadi semakin penting, dan hal ini tidak terkecuali bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur internet yang cepat menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa proses pembayaran nontunai berjalan dengan lancar dan efisien.
	Salah satu manfaat utama dari adopsi sistem pembayaran nontunai berbasis digital adalah efisiensi. Dengan infrastruktur internet yang cepat, proses pembayaran dapat dilakukan secara real-time, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan akurat. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari, mulai dari pembayaran tagihan hingga pembelian barang dan jasa secara online. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran nontunai juga dapat mengurangi risiko kehilangan uang fisik dan meminimalkan biaya administrasi terkait dengan pengelolaan uang tunai.
	Namun, upaya untuk meningkatkan infrastruktur internet yang cepat di Kabupaten Aceh Barat tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari ketersediaan sinyal internet yang stabil hingga keterbatasan akses ke teknologi informasi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan stakeholders terkait untuk bersama-sama merancang strategi yang tepat guna mempercepat peningkatan infrastruktur internet di daerah ini.
	Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperluas jangkauan jaringan internet, baik melalui pengembangan infrastruktur fisik maupun pemanfaatan teknologi satelit. Dengan memperluas cakupan jaringan internet, diharapkan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, Sehingga, proses pembayaran nontunai berbasis digital dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan ini juga akan membuka peluang bagi pengembangan ekosistem digital di daerah tersebut, menciptakan potensi ekonomi yang baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
	Tidak hanya itu, peningkatan infrastruktur internet yang cepat juga perlu didukung dengan program pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem pembayaran nontunai berbasis digital. Edukasi mengenai manfaat dan cara menggunakan sistem pembayaran nontunai perlu diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh.
	Workshop dapat menjadi salah satu cara efektif untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem pembayaran nontunai. Dalam workshop ini, peserta dapat diajarkan secara langsung mengenai cara menggunakan berbagai jenis sistem pembayaran nontunai, seperti kartu kredit, e-money, dan internet banking. Selain itu, peserta juga dapat diberikan pemahaman mengenai keamanan dalam bertransaksi secara nontunai dan manfaat dari penggunaan sistem pembayaran nontunai dalam mendukung ekonomi digital.
	Selain workshop, penyelenggaraan seminar juga dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi mengenai sistem pembayaran nontunai kepada masyarakat. Dalam seminar ini, para ahli dan praktisi di bidang teknologi keuangan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perkembangan dan peluang dalam penggunaan sistem pembayaran nontunai. Dengan adanya seminar ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran.
	Tidak hanya itu, kampanye-kampanye publik juga dapat menjadi cara yang efektif untuk menyosialisasikan penggunaan sistem pembayaran nontunai kepada masyarakat luas. Melalui kampanye-kampanye ini, informasi mengenai manfaat dan cara penggunaan sistem pembayaran nontunai dapat disampaikan secara menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi secara nontunai dalam era digital ini.
	Dengan berbagai manfaat dan tantangan yang ada, penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat merupakan langkah positif dalam memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kemudahan serta efisiensi dalam bertransaksi bagi masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem pembayaran nontunai di kabupaten Aceh Barat, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta mengimplementasikan regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem pembayaran digital.[footnoteRef:60] [60: 	 Wawancara dengan ibu nana pada tanggal sepuluhMei 2024] 

	Aspek regulasi dalam upaya penerapan sistem pembayaran nontunai.Berikut adalah beberapa aspek regulasi yang penting dalam upaya penerapan sistem pembayaran nontunai:
1. Perlindungan Konsumen: Regulasi harus memastikan bahwa konsumen dilindungi dari penipuan, kesalahan transaksi, dan penyalahgunaan data pribadi. Ini termasuk kebijakan mengenai pengembalian dana, penyelesaian sengketa, dan transparansi biaya.
2. Keamanan Data: Standar keamanan yang ketat harus diterapkan untuk melindungi data pengguna dari ancaman siber. Ini mencakup enkripsi data, autentikasi ganda, dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti PCI-DSS. PCI-DSS adalah standar keamanan global untuk semua entitas yang menyimpan, memproses, atau mengirimkan data pemegang kartu dan/atau data autentikasi sensitif. PCI-DSS menetapkan tingkat perlindungan dasar bagi konsumen dan membantu mengurangi penipuan dan pelanggaran data di seluruh ekosistem pembayaran.
3. Kepatuhan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme: Penyedia layanan pembayaran nontunai harus mematuhi regulasi untuk mencegah penggunaan sistem pembayaran untuk kegiatan ilegal. Ini mencakup kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan verifikasi identitas pengguna.
4. Interoperabilitas Sistem: Regulasi harus mendorong interoperabilitas antara berbagai sistem pembayaran nontunai agar pengguna dapat dengan mudah bertransaksi meskipun menggunakan platform yang berbeda. Ini juga mencakup standar teknis dan operasional yang konsisten.[footnoteRef:61] [61: 	Ayu,Wulandari,”Pemberdayaan UMKM melalui Pembayaran Digital”. Journal of small Bussiness Empowerment (2021) hal 39-40] 

5. Transparansi dan Pengungkapan: Penyedia layanan harus diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai biaya, waktu pemrosesan, dan kebijakan privasi kepada konsumen.
6. Lisensi dan Pengawasan: Pemerintah harus menetapkan persyaratan lisensi bagi penyedia layanan pembayaran nontunai dan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ini termasuk audit berkala dan pelaporan rutin.
7. Inklusi Keuangan: Regulasi harus mendukung upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani.
8. Inovasi dan Kompetisi: Regulasi harus dirancang sedemikian rupa Sehingga, tidak menghambat inovasi dan persaingan yang sehat. Ini bisa termasuk kebijakan sandbox regulasi yang memungkinkan penyedia layanan baru untuk menguji produk mereka dalam lingkungan yang terkontrol.
9. Tata Kelola dan Kepatuhan: Penyedia layanan harus memiliki struktur tata kelola yang baik dan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk pelatihan bagi staf dan penetapan kebijakan internal yang sesuai.
10. Kolaborasi Internasional: Mengingat banyaknya transaksi lintas negara, kolaborasi internasional dan harmonisasi regulasi sangat penting untuk memastikan sistem pembayaran nontunai dapat berfungsi dengan baik di tingkat global.
	Dengan mengatur aspek-aspek ini, pemerintah dan otoritas terkait dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan sistem pembayaran nontunai yang aman, efisien, dan inklusif. Harmonisasi regulasi antar negara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sistem pembayaran nontunai di tingkat global. Berikut adalah beberapa alasan dan cara harmonisasi regulasi dapat mendukung tujuan ini:[footnoteRef:62] [62: 	Ayu Wulandari,”Pemberdayaan UMKM melalui Pembayaran Digital”. Journal of small Bussiness Empowerment (2021) hal 42-43] 

1. Transaksi Lintas Batas yang Efisien
a. Mengurangi Hambatan: Harmonisasi regulasi dapat mengurangi hambatan dalam transaksi lintas negara, memudahkan konsumen dan bisnis dalam melakukan pembayaran internasional.
b. Meningkatkan Kecepatan dan Efisiensi: Standar yang seragam memungkinkan transaksi diproses lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu dan biaya.
2. Keamanan dan Kepercayaan
a. Standar Keamanan yang Konsisten: Regulasi yang harmonis memastikan bahwa standar keamanan tinggi diterapkan secara global, melindungi pengguna dari penipuan dan ancaman siber.
b. Meningkatkan Kepercayaan Pengguna: Konsumen dan bisnis lebih cenderung menggunakan sistem pembayaran nontunai yang mereka percayai memiliki proteksi yang baik di mana pun mereka berada.


3. Inklusi Keuangan Global 
Akses Lebih Luas: Harmonisasi regulasi dapat membantu memperluas akses ke layanan pembayaran nontunai di negara-negara berkembang, mendukung inklusi keuangan global.
4. Kompetisi yang Sehat dan Inovasi
a. Mendorong Inovasi: Regulasi yang seragam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, memungkinkan penyedia layanan untuk mengembangkan produk baru yang dapat diadopsi secara luas.
b. Persaingan yang Adil: Harmonisasi membantu menciptakan level playing field bagi penyedia layanan dari berbagai negara, menghindari ketidakseimbangan regulasi yang dapat merugikan pihak tertentu.
	Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem pembayaran digital, termasuk perlindungan data konsumen, keamanan transaksi, serta insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan sistem pembayaran nontunai. Dengan regulasi yang jelas dan mendukung, akan memudahkan adopsi sistem pembayaran nontunai di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di kabupaten Aceh Barat.[footnoteRef:63] [63: 	Ayu Wulandari,”Pemberdayaan UMKM melalui Pembayaran Digital”. Journal of small Bussiness Empowerment (2021) hal 44-46] 

	Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di kabupaten Aceh Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, maka pelaksanaan sistem pembayaran nontunai dapat sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ekonomi dan keuangan di daerah tersebut.
	Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama diharapkan dapat memimpin inisiatif ini dengan memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam hal regulasi maupun pendanaan. Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran nontunai di kabupaten Aceh Barat dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
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BAB V 
PENUTUP
A. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi bagi masyarakat setempat. Masyarakat tidak perlu lagi repot membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang rentan membuat mereka menjadi target kejahatan. Dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, baik untuk pembelian barang maupun pembayaran jasa layanan. 
2. Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya adalah terkait dengan jaringan internet. Infrastruktur internet yang belum merata dan seringkali tidak stabil dapat menyulitkan proses transaksi nontunai. Hal ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat dan bisnis yang menggunakan sistem pembayaran nontunai. Selain itu, pemotongan biaya administrasi dapat menjadi beban tersendiri terutama bagi masyarakat dengan ekonomi terbatas.
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B. Saran
1. Bagi Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mendukung penggunaan sistem pembayaran nontunai, termasuk insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat yang mengadopsi sistem ini. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran nontunai.
2. Bagi Masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan terkait dengan penggunaan sistem pembayaran nontunai. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan sistem tersebut. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk menggunakan layanan perbankan dan keuangan digital yang mendukung sistem pembayaran nontunai.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan menguatkan penelitian yang dilakukan peneliti agar dapat dipergunakan dengan baik dan agar dapat menjadi tambahan ilmu tentang penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital dikabupaten Aceh Barat.
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